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- DENGAN-RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

/
{

BUPAT| KARANGANYAR,
bahwa guna kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan

pemerintahan desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten
~ Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa

dan Perangkat Desa perlu dladakaﬁ perubahan

bahwa untuk maksud tersebut, perlu dlatur dan dttetapkan ‘
dpngan Peraturan Daerah. : ‘

.-Undang- Undang Nomor 13 "Téhun 1950 tentang

Pembentukan Daerah -  Daerah Kabupaten Dalam

‘ ngkungan ‘Dropln3| Jawa Tengah

Undang-Undang Nomor. - 10 Tahun . 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara - Republik- indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

‘Tambahan .~ Lembaran . Nega’raﬂ Republik Indonesia

Nomor 4389);

Undang- Undang Nomor -32- ‘Tahun 2004 tentang
Pemerintahan = Daerah (Lembaran . Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 = Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia - - Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

‘Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 . Tahun - 2004 . tentang
Pemerintahan - Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk lndonesna Nomor 4844) '



- (Lembaran Negara Republm ‘Indonesia- Tahun 2005
*Nornor . 158, ' Tambahan mebaran Neqara Republlk
Indonesia Nomor 4587); :

5 Peraturan Daerah’ Kabupaten Karanganyar Nomor 24 
- Tahun 2006 tentang Kepals Desa dan Perangkat Desa -

: _’Nomor 24)

-Dengan Persetujuan Bersarna: |

DENANPEWWAKmANRAKYATDAERAHKABUPATENKARANGANYAR
o dan D
. BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN: 
apkan ' " PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS -
'~ PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG KEPALA DESA DAN
- PERANGKAT DESA

' Pasall |
Pexaturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 -
Tahun 2006 ‘tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa

(Lembaran - Daerah  Kabupaten Karanganyar rahun 12006
Nornor 24) diubah dan dibaca sebagal benkut

o 1: Diantara Pasal 9 dan’ 10 dISISlpI Pasal 9 A yang dlbaca
' >ebagal benkut :

o Pas:ﬂS A

'Bagl Kepala Desa lncumbent yang akan mencalonkan -
kembali sebagai Kepala Desa harus menyelesalkan tugas
dan kewajiban qebagal Kepala Desa

‘2.. Pasal 17 dnubah sehmgga secara keselaruhan dlbaca
ebagal benkut : .

: “Pasa! 17 - "

(1) Rapat opmungutan ‘suara Pemlhhan Kepala Desa
dimulai - pada pukul 08.00 dan ditutup pada
pukul 13.00 WIB - .

\ ) Rapat pemtngutan suara dukun oleh warga masyarakat
desa yang bersangkutan dan terdaftar dalam daftar
pemlhh tetap yang telah dlsahkan S

- 3. Pasal 18 dlhapus :

4 Peraturan Pemenn\ah Nomor 72 Tdhun 2005 tentang Desa - |

(Lembaran Daerah Kabupaten }\aranganyar Tahun 2006 R



’Pasal 19 chubah ehmgga oec,'\ra keseluruhan dxbaca sebagal berlkut |

¢ S L Pasal 19 e
1) Calon Kapala Deoa yang dmyatakan terplhh adalah Calon yang o
' mpndapat}'an Jumlah dukungan suara terbanyak '

(2) Dalam hal calon Kepala Desa hanya tudapat satu orang, maka calon
 tersebut baru dinyatakan - terpilih apabila mendapat- jumiah dukungan

‘suara palmg lendah bz (setenqah) dltambah 1. (satu) dan jumlah suara
yang c'xh o

) Calon Kppala Desa terpmh sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dan (2)

-Acara dari Pamtla Pemlhhan Kepala Desa

(4) Pahng lama- % (tlga) hari Kerja terhutung mulai ranggal penetapan Calon
- Terpilih, BPD segera menyampalkan K?putubannya Kepada Bupatl'.
~melalui Camat. ‘ i

(5) Calon }\epala Desa terplhh drsahkan oleh Bmatl dengan menetapkan‘k
- Keputusan Bupatl tontang Pongesahan Pengangkatan Kepala Desa
*terplhh SR i ’

(6) KPputusan Bupata sabagalmana dlmaksud pada ayat (‘3) ditetapkan

sebagdlmana dlmaksud pada ayak (4) dlteruma
AB V!l diubah isehinggafs'e‘caréﬁ kes're'l:u'ruria‘n;diba‘cé sebagai perikUt: i

“ BAB Vll
KFWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA

Pasal30

a. 'meme gang t«aguh dan mengamalkan Panr*a naﬁ melaksanakan Un'da'nyg-' |
' 'Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ser‘a mempertahankan dan
‘-'memchhara kputuhan Negara Kesatuan Repubhk lndones:a LR

menmgkatkan kesejahteraan masyarakat
. memcuhard Letentraman dan ketertlban masyarakat
. melaksanakan kehldupan demokraSI '

: melaksanaf(.an prinsip tata: Pemerlntahan Desa yang berslh dan bebas s
- dari l(olust Kmup%l dan Nepottsmg » e

menjahn hubungan kerja dengan seluruh m'tra kerja Pemermtahan
Desa; : , ,

. ‘menacm dan menegakan seluruh peraturan p°ru*1dang undangan
h. _menye lengqarakan ddmmsstraSI Pemerlntahan Desa yang bank

dnetap<an dengan Keputusar: BPD berdasarkan labpgran dan Benta

- paling  lama 15 (lima belas) - hari- kerja setelah Keputusan BPD}.'V"“






% -gi;. melaksanakun dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan
- Desa; - S ‘- S :

'j; 'vmela} sanakan L:ruoan yang menjadl kewenangan desa
Lk ‘mendamaikan perseholhan masyarakat di Desa
" ’l. 5 mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa

~“'m. membina, mengayoml oan melestankan nllal - nllal SOolaI budaya dan
~ adat istiadat;

n. 'memberdayakan masyarakat dan kelembaqaan dl desa; dan

o mengembangkan potenSI sumber:. daya_ alam dan melestankan 3
= hngkungan hldup L ( o B

(2) Selam kewajlbc.n sebagaxmdna dlmaksud ‘pada ayat (1) Kepala Desa’y 5
“mempunya; - kewajiban * untuk membenkan Laporan Penyelenggaraan
‘Pemerintahan " Desa  kepada Bupat| memberikan Laporan Keterangan
- Penyelenggaraan’ Pemerlntahan Desa kepada masyarakat

(3) Kepala Desa dllarang L '_ '

~.a. menjadi penqurus Partal Polmk

'”_b.;merangkap jabatan sebaga' Ketua dan ‘- atau Anggota BPD dan
. Iembdga kemasyarakatan di desa bersangkutan =

¢ : merangkap jabatan sebagan 'mggota DPR DPRD DPD dan pejahat
; Negara Lamnya i

"'d.'_terhbat sebagdl pelaksena kampdnye pﬂmlllhan umum Pemlllhan
- Presiden dar pemxhhan Kepala Daerah o R

. merucukan kepentlngan umum, meresahkan sekelompok masvarakat
dan mendxsknmmaSIkan waxga atau golongan masyarakat lain; .

~+atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruh: keputusan atau‘
. tindakar yang akan dllakukannya : S

g. menydlahgunakan wewenang. dan
~h. melangger st: rapah /Janjljabatan ,
i. - melakukan perbuatan yang bertentangan denJan ketentuan peraturan -

e masyclrakat desa
‘ntarg BAB vnlg'dahBAB X di‘sisip',i} BAB vm A 'yang dibaca sebagai berikut:

” BAB VIlI A
MEKANISME PENERAPAN SANYSI

"Pasal3A | |
Kepala Do.sa yang meldnggar 'arangan dan ’udak melaksanakan kewanban

sebagaimana dirnaksud dalam- Pc.sal 30 Peraturan Daerah ini dikenakan
vsanksl adlmmstn.tf L : ,

. Pertanggungjawaban ' kepada BPD, serta mengmformasukan Laporan‘ L

o melakukan. kolusn korupsi dan nepotlsme ‘menerima uang, barang dan/ -

‘yang berlaku dan atau norma yang hldup dan berkembang dalam, o



(2\ Sanksi admqutrattf sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dnlakukan secara
tertulis clengan tahapan yaitu : - : :

_ a. teguran pertama dari BPD

© -b. teguran kedua, apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hanv
terhitung tangqal pemberian teguran pertama, Kepala Desa belum dapat

.menyAIesatkan permasalahannya,- maka BPD membenkan teguran-
kedua dengan tembusan Camat dan Bupati;

c. -rteguran ket(ga apabila dalam Jangka waktu 15 (hma bEIaS) hari
terhitung tanggal pemberian teguran kedua ‘sebagaimana dimaksud
‘pada huruf b,  Kepala. Desa belum ' dapat menyelesaikan
- permasalahannya.maka BPD mengusulkan knpada Bupati agar yang
- bersangkutan diberikan tegbran ketiga; ' :

d. bupati setelah menerima us ulan sebagaimand dlmaksud pada huruf c
" memberikan teguran ketiga, setelah memperolph pertlmb'anqan darl Tlm'
. yang d:bentuk oleh Bupati; ‘ :

e dalam jangka waktu 15 (hma belas) hari setel‘ah teguran sebagaimana

- dimaksua pada huruf d belum dapat menyelesaikan permasalahannya,

- maka  Bupati - memberhentikan 'sementara; : Kepala Desa yang
bersangkutan; ' :

Ot 'bpembu=rhent|an sementara aebagalmana dlmaksud huruf e pallng lama
3 (tiga) bulan dan Japat dlperpanjang palmg lama selama 3 (tlga) bulan
- berikutnya; . .

9. apabila Kepala’ Desa selama pemberhen'uan sementara tahap pertama
dan tahap kedua belum dapat menyelesaikan kewajibannya Bupati
dapat memberhentikan tloak dengan hormat yang bersangkutan darl
jabatan Kepala Desa."

7. Pasal 32 diubah sehingga secara keséluruhan'dibaca A‘_sebagai berikUt :

Y Pasal 32

1) Kepala Desa dlberhentlkan sementara oleh Bupatl tanpa melalui usulan‘.
- BPD apdmla dinyatakan melakukan tindak pldana yang diancam dengan .
_pidana penjara. paling singkat 5 (lima) “tahun berdasarkan ~putusan
pengadllan yang belum memperoleh kel\uatan hukum tetap.

"(2) Kepala Desa dsbn,rhenttkan oleh Bupah tanpa melalui usulan BPD apablla .
- terbukti relakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan putusan pengadnan yang telah -nemperoleh kekuatan hukum
tetap. :

~ (3) Kepala Desa dlberhentlkan oleh Bupatl atas usul BPD apablla terbuktl
melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara diatas 6 (enam)
bulan dibawah 5 (lima) tahun berdasarl\an putusan pengadllan telah
memperoleh kel\uatan hukum tetap

1



8. Pasal 33 'diub_an}sie'h_in'gga”secé'ra :'l<éselurnhan dibaca sebagai berikut :

““Pasal33

"(1) Kepala Desa duberhentlkan sementara oleh Bupatl tanpa meiaiut usulan’; T

BPD karena berstatus sebagan ersangka melakukan tindak pidana korupsi,
" tindak pidana teronsme makar dan atau tlndak pxoana terhadap keamanan e
- negara; , o ,

(2) Kepala Desa dlberhentlkan sementara oleh Bupatl tanpa mnlalw usulan '
: BPD apnblla yang bersangkutan menyalahgunakan keuangan pemermtah,

pemenntdh Provinsi, - pemerintah Kabupaten dan pemenntah desa_'k' -

termasuk pajak-pajak yang seharusnya dlsetor kepada negara .
1 9. Pas‘a'l:'3‘4 d‘il'xbanseh'ingga sé_car_a késéiukuhan kdibabé'sgeb‘agai' 'iblerik‘u’t ;-
e “Pasai 34

. Kepala Desa yar.g dlberhentlkan snmentara sebagalmana dlmaksud dalam '
. Pasal 31 A ayat (2) huruf f, Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 Peraturan

~ Daerah i ini, setelah melalui proses peradiian ternyata terbukti tidak bersalah

- berdasarkan puiusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

Bupati ‘harus merehabilitasi dan/atau menygaktitkan kembali Kepala Desa
yang bersangkuian sampai dongan akhir masa Jabatqn . ,

“‘(2) Apabila Kepald Desa yang diberhentikan sementara bebagalmana“
~dimaksud pada.ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupatl hanya
merehabmtasl K«=pala Desa yang bersangkutan : :

B 10Pasa|35 diUna'h"se'I'linggé secéra:késelufruhan dfibécj:-i :‘;:éibagai, ‘bérikut:'

| “Pasal35

(1)Apab|!a Kepah Desa yang dnberhentlkan se*nentara sebagalmana‘
- dimaksud datam Pasal 31 A ayat (2) huruf f, Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33
Peraturan Dazrah ini, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban
 Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadﬂan yang telah
,‘memperoleh kekuatan hukum tPfap o

2) Apablla uekretans Dpsa kosong, raka tugaq dan kewajlban Kepala Desa‘ '
d;laksanakan oleh pejabat kecamatan yang dltur)uk oleh Bupatl atas usul
Camat S LT ; T ,

Pasal 38 dxubah oengan dltambah ayat ( ) séhing'ga ,secarra‘, késeluruhan T
|bacasebaga|ben¥ut L Tl e e :

| “Pasal 38 _
)Yang dapat diangkat menjadl Perangkat Desa elaln Sekretaris Desa

adalah Penduduk Desa Warga Negara Repubhk lndone la, dengan sya'ratef -
syarat S S

tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dltetapkan putusan pengadllan zy



i é.:_‘bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa L
b. setia kepada Pancasna sebagal Dasar - Negara Undang - Undang

‘Dasar Negara Republik 'Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara o

- “Kesaluan Re*pubhk Indoneaa serta r-"e=:men'1’tah

- ¢. berpendidikan pahng rendah tamat sekolah Lanjutan Tlngkat Pertama"

‘dari/ atau se=derajat

P d. berumur valing 'endah 20 (dua puluh) tahun dan pahng imggl 54 (hma -

:puluh empat) tahun pada saat penutupan pendaftaran

L e “ sehatjdsmam dan rohann yang dlbuktlkan dengan Surat Keterangan dari.

- Dokter P°me>rmtah
‘“ f.- bebas. Narkoba

‘bertempat tinggal tetap di Desa'yang bersangkutan, paling sedikit 2

e ~Putra Desa yang berada di luar desa yang belsangkutan
denq..nn hukuman pahng smgkat 5 (lima) tahun e
2 mempunyal kekuatan hukum tetap,

Kesatu baik keatas, kebawah _maupun- kesamplng suam! atau istri
Kepala. Desa S ~

- .BPD:

‘mencalorikan diqi sebagai Pc.rangkat Desa harus dilengkapi dengan surat

~oleh Camat.
bersang}futan

harus bertempat tmggal tetap da Desa yang bersanckutan
Paéal 45 diUbéh» Selwingga secara}kééellurﬁhan dibacn;‘sébagéi berikut:
o ’;'Pasal 45 o

Setelah dnakukan Denjanngan Bakal Calon Puangkat Deaa Pamtla
enqanqlratan Perangkat Desa melakukan penyannoan _

"’g.~'penduduk desa setempat dan tetdaftar sebagal penduduk dan

h. 'tldak pernah . dlhukum karena melakukan undak pldana kejahatan e
‘i tidak dicabut hak pilihnya sesuai dﬂngan keputusan pengddllan yang',yf

o tidak mompunyal hubungan darah dengan Kepala Desa sampal derajatw

‘(2) Anggota 8PD ycmg mencalonkan diri menjadl Pe"angkat Desa selam harus
- ‘memenuhi persyaratan qeb'\galmana dimaksud pada ayat (1) juga harus
~mendapat izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan apabila S
dlangkat sebag.a! perangkflt desa harus mengundurkan diri. dan anggota,~

(3) Bagl Puira De;a yang berada dlluar Desa yang bersangkutan yang'i’- W

“asli kelahiran desa setempat.yang dibuktikan dengdn surat kelahiran (struk -
- kelahiran} atau surat pernyataan sebagai Putra Desa yang disaksikan oleh
- :2 (dua) (rang penduduk desa dlketahw oleh I\epala Desa dan dlsahkan“_

4) Bagi calon Kepala Dusun yanq berasal dan duoun laun apabila dlangkaty ,
menjadi - Kmpala : Dusun harus bertempat tlnggal dl dusun yang‘

5) Bagi- Putra Desv sebagatmana dtmaksud ayat (3) setolah dlangkat menjad| i
Perangkat Desa terhitung mulai tanggal pelantikan- sebagal P<=rangkat Desa :

(dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus yang -dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga, kecuali bagl B

<



o (2) Penyaringé‘n sebagaimana dimakéud pad'a ayat /1) dilakukan’ melalui
seleksi adminisirasi dan ujian tertulis dengan soal ujian yang dibuat oleh
Pemerlntah Danrah dan Paniti Pengangkatan Perangkat Desa.

(3) Pembuatan sozl uuan tertulis sebagalmana dimaksud pada ayat (2) adalah
sejumlah 5G % (Lima puluh per seratus) kewenangan Pemerintah Daerah

| g % dan 50% (Lima puluh per seratus) kewenang'-m Panma Pengangkatan -

£ Perangkat Desa. , : |

’ é (4) Materi soal vjian tertulis dlsmun oleh ,

L a@ Panifia Denqangkatan Perangkat Desa menyusun maten °oal
1. Pengetahuan Umum; = | ‘
2 Penqetahuan tentang Ppmenntahan Desa |

- b. Tum K abupaten menyu\,un maten SOa!

- 1. Pancasila dan UUD 1945

- 2. Bahasa Indonesna :
3, Pengetahuan tentang Pemermtahan Daerah

(5) Soal Ujldn tertulis sebagaimana di maksud pada ayal (4) berbentuk plhhan :
ganda dengan jumlah. sebanyak 200 (dua ratus) soal. ‘

(6) Bakal calon Ferangkat Desa. dmyatakan ulus upan tertulis apabila‘ o
mengikuti semua mata ujian dan mencapai nilai rata rata komulatlf pallng :
rendah 69,0 (enam puluh koma nol).

:;‘( 7) Koreksi hasil ujian tertuhs sebagaxmana dlmaksud pada ayat (6) |
Kabupaten Doty
~(8) Hasil ko -eksi ujian tertulls, ebagalmana dimakstid pada ayat 7 -
diumumkan cleh panitia perigangkatan perangkat desa dan tim Kabupaten

~ pada hari dan tanggal pada saat pelaksandan ujian: setelah hasnl koreksn -
selesai. ”

9) Bakal Calon Perangkat Dc a yang dapat ditet'\pkan sebagai Calon

penyaringar; sebagalmana dimaksud pada ayat (¢)

i 10) Penetapan Nama Calon Perangkat Desa dituangkan dalam BPnta Acara
Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa yang ditanda fangani oleh Ketua dan
Sekretarv‘ Panitia Pengangkatan Perargr(at Desa.: -

1)Apab|la clalam - kegiatan penyanngan Calon Perangkat Desa tldak ada
seorangpun balkal calon yang lulus, maka kegiatan pengnsnan perangkat
desa diawal lagi dari keglatan pen]armgan dan penyanngan bakal calon
perangkal desa. )

2) Tata cara penjarm‘gan dan ponyarlngan perawgkat desa dlatur leblh lanjut .'
: dengan P«=raturan Bupatn ' : v =

Ketentuan Pasal 51 dlubah dan dntambah sehmgqa secara keselwuhan dlbaca o
bagal benkut : . , .

” Pééai 51 :
) Blaya Penydencqgaraan Pemluhan Kepala Desa bersumbar dari:.
a Anggaian Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaxanganyar

dilaksanzkan cleh panitia pengangkatan perangkat desa dan. Tim i

. Perdngk'wt Desa adalah Bakal Calon yang dinyatakan lulus dalam kegiatan -~ '



b, Angqaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
- C. Swadaya bakal Calon Kepala Desa.

“(2) Blaya Penyelenggaraan Ppngangkatan Peranqkat Desa bersumber darl»
APB Desa ’ ; _ :

 ‘(3) Biaya penyelmggaraan Pﬂmlllhan Kepdla Desa dan Pengangkatanv” ‘

“Perangkat Desa sebagalmana dlrnaksud pada ayat (1) dan (2) dltuangkan
~ dalam APBDesa. :

- (4) Swadaya bakdl Calon Kepala De a harus sudah di bayar lunas 1 (satu)f -
= han sebe=lum pplaksanaan penqumuman Calon Kepala Desa dlumumkan o

4, 'P’aysbalS?} diL'J‘baH/éehin‘ggavsecara keseluruhan dibaca’ sébégai : bérjkut L

- " pasal 54
Perangkat Desa d:larang ‘
a. menjadl Pengurus Panal Pohtlk

merangkap Jabatan sebagan Kptua dan atau anggota BPD dan Lembaga
Kemasyarakatan di desa; ' : ‘

vmerangkap 1abatan sebagal anggota DPR DPRD DPD dan pejabat~
"f;'Negaralalnnya - , ,

.. terlibat s\abagal pelak%ana kampanye pemlhhan umum pemmhdn PreSIden "
< ~dan wakn Presnclen dan pemlhhan Kepala Daerah . S

'menghalang halangl tugas kedmasan

f.* melakukan kolu): korupsn dan neponsme menenma uang b'arang dan/atau
- jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhu keputusan atau tmdakan
. yang akan dilakukannya; : ‘ ,

melanggclr qum,)ah fjanii Jabatan

h. ;melakukan perbuatan yang berfentangan dengan oeraturan yang berlaku, '
'.~dan atau norma yang hldup dan berkembdng dalam masyarakat desa.”

> BAB XVIH A
MEKANISME PENERAPAN bANVSI

Pasal 57 A
1) Perangkal Desa yang: melanggar Iarangan sebaqalmana dtmaksud dalam
Pasal 54 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi admmlstratlf

) Sanksi administratif sebagalmana dlmaksud pada ayat (i dl'akukan secara
tertuhs cleh Kepala Deoa dengan tahapan yastu .

a. teguran pertama



:b.'apablla-. dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung tan'gga;l
pemherlan«; teguran  pertama, Perangkat | Desa belum dapat
menyelesaikan permasalahannya, maka Kepala . Desa  memberikan
teguran tertulis kedua dengan tembusan BPD; =~ . L '
c. apablla'dalam jangka waktu 15 (lima- belas) hari terhitung tanggal
- pemberian - teguran kedua' sebagaimana dimaksud pada huruf b,
Perangkat Desa belum dapat menyelesaikan permasalahannya, maka;
Kepzla Desa memberikan teguran tertulis ketiga dengan fembusan

- Camat dan Supati disertai permohonan untuk dilakukan pemeriksaan:

. bupati setelah menerima tembusan sebagaimana dimaksud pada huruf
¢ memerintahkan Aparat Fengawas melakukan pemeriksaan kepada
- Perangkat Desa yang bersangkutan; -+ v o+ '

kepada iKepala Desa untuk ditindaklanjuti.

) Dalam hal Bupati menerima laporan pelanggaran Perangkat Desa dari s
warga masyarakat dan atau BPD, Bupati memerintahkan Aparat Pengawas

melakukan pemeriksaan kepada perangkat desa yang bersangkutan;

4) Hasil 'pemerikSaan‘ disampaikan " kepada ' Bupati :selanjutnya diserahkan
kepada l'epala Desa untuk ditindaklanjuti. ® -~ - = - o

sal 58 diubah sehkingga‘ éeCéra l;eSéluruhan dibacé_ g'ebagai berikut :

"Pasal 58 =

Perangkat -Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila
dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
aling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum
memperoleh kekuatan hukum tetap. - : ' ‘~ R

) Perangket Desa diberhentikan oleh Kepéla Desa apabila terbukti
elakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) .
erdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum -
: tetap. ’ . V : - L

) Perarigkat Desa diberhentikan oleh kepala Desa apabila terbukti melakukan
‘tindak pidana dengan ancaman pidana penjara . pidana penjara diagtas
(enam) bulan dibawah 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadllan
elah memperoleh kekuatan hukum tetap.” '

2

al 59 diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikuf :

‘ ”j.PasaI 59

Perangkat  Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa karena
berstatus sebagai tersangka melakukan -tindak pidana korupsi, tindak
pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana " terhadap keamanan
negara. L L ; PR -

Perangkal Desa diberhentikan sementara - oleh Bupati apabila: yang
bersangkutan = rnenyalahgunakan keuangan pemerintah, pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan* Pemerintah Desa, termasuk pajak-
pajak yang seharusnya di setor kenada negara.” '

e. hasil pemeriksaan disamkpéik_a'_n kepada B.u'patif, sglanjutr‘iya‘diserahkan o o
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' r Peraturan Daexah ini mulan berlaku pada. tanggal dlundangl\an

' &Agar setlap crang mengetahunnya. memenntahkan pengundangan PeraturaP

.,'..gDaerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten,
";%'Karanganyar - S .

Ditéta'pkan di Kafanganyar
pada tanggal 14 Juli 2009
BUPA'] I ANGANYAR

Hj.RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH,SPd.,M.Hum

iuhdangkan di Karanqanya‘r‘ -
ada fanggal 14 Juli 2009
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